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Abstrak : Tujuan bank dilikuidasi adalah dalam rangka pemberesan 
kewajiban-kewajiban dari bank yang sudah ditutup. untuk mengajukan 
permohonan pernyataan pailit dan agar dapat diberikan putusan oleh 
pengadilan untuk menyatakan suatu bank pailit harus melibatkan Bank 
Indonesia, permohonaan pernyataan pailit tetap diajukan oleh pihak-pihak, 
yaitu Bank itu sendiri selaku debitor, kreditor dan kejaksaan (Untuk 
Kepentingan Umum), namun permohonan tersebut hanya dapat diajukan 
setelah sebelumnya memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.  
 
Kata Kunci : Pailit, Bank, Likuidasi 
 
PEDAHULUAN  
Sebagaimana diketahui Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 
tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang, memberi kewenangan tunggal kepada Bank Indonesia untuk 
mengajukan permohonan pernyataan pailit atas bank. Namun disisi lain 
undang-undang juga memberikan kewenangan Bank Indonesia untuk 
melakukan likuidasi terhadap suatu bank yang bermasalah yang diatur 
dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan. Walaupun dalam prakteknya, sampai saat ini Bank Indonesia 
belum pernah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank 
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yang bermasalah. Sehingga terkesan bahwa upaya likuidasi yang 
dilakukan oleh Bank Indonesia lebih tepat digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan bank yang bermasalah. Namun timbul pertanyaan apakah 
kewenangan permohonan pernyataan pailit hanya boleh diajukan oleh 
Bank Indonesia sementara itu Bank Indonesia telah melakukan likuidasi, 
pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum terhadap bank 
tersebut. Namun apabila bank yang terkena masalah tersebut dapat 
dengan mudahnya dimohonkan pailit oleh salah satu kreditor atau 
nasabahnya, maka hal ini akan menimbulkan keguncangan dan kepanikan 
di tengah masyarakat, karena akan terjadi “rush” terhadap bank tersebut, 
yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas perekonomian secara 
nasional, tetapi bagaimana kalau bank tersebut sudah dicabut izin 
usahanya dan sudah atau dalam  proses likuidasi, apakah bank tersebut 
dapat dipailitkan oleh selain Bank Indonesia, yang merupakan 
kewenangannya dan bagaimana status badan hukum bank tersebut 
dimana entitas tersebut sudah dianggap bukan lagi merupakan suatu bank 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Perbankan, sehingga kepailitan terhadapnya tidak akan 
berpengaruh kepada stabilitas perekonomian, karena entitas tersebut 
tidak lagi menjalankan kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud 
dalama Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004.  
Dalam Permasalahan tersebut diatas  dapat kita ambil contoh pada 
kasus Lina Sugiarto Otto yang merupakan nasabah PT. Bank Global 
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Internasional, Tbk, (dalam likuidasi), dimana nasabah tersebut merasa hak 
atas dana simpanannya tidak dapat diambil kembali dan tidak masuk 
dalam sistem penjaminan oleh pemerintah. PT. Bank Global International, 
Tbk, (dalam likuidasi) telah berstatus dalam proses likuidasi,  
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA 
Status Badan Hukum Bank dalam Likuidasi 
Masalah pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank di 
Indonesia erat kaitannya dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
Bank Indonesia. Untuk dapat melaksanakan berbagai tugas secara 
maksimal, maka Bank Indonesia harus mandiri, bebas dari segala 
intervensi dan campur tangan pihak manapun termasuk pemerintah, juga 
dalam  mengembangkan kebijakan “contructive ambiguity”, yaitu suatu 
kebijakan untuk mengumumkan atau tidak mengumumkan secara terbuka 
kondisi satu atau beberapa bank berdasarkan penilaian atau 
pertimbangan “bahaya atau tidaknya” tindakan yang akan diambil 
terhadap kelangsungan sistem perbankkan. Kebijakan ini sangat 
diperlukan dalam rangka memberi keleluasaan kepada Bank Indonesia 
untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu yang menurut penilaian Bank 
Indonesia sangat berguna untuk menjaga kelangsungan sistem perbankan 
nasional (Ramlan Ginting 2004:49). 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
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Bank Indonesia, agar sistem perbankan dapat berperan secara maksimal 
dalam perekonomian nasional, maka arah kebijakan di sektor perbankan 
bertujuan agar hanya bank yang sehat saja yang dapat terus eksis 
berusaha dalam sektor perbankan nasional. Sedangkan bank yang 
mengalami kesulitan yang membahayakan kegiatan usahanya dan tidak 
dapat diselamatkan lagi dan/atau keadaan suatu bank yang 
membahayakan sistem perbankan, maka bank tersebut harus keluar dari 
sistem perbankan (exit policy). Dalam hal terjadi kondisi yang demikian itu, 
Bank Indonesia secara atributif diberi kewenangan oleh undang-undang 
untuk mencabut izin usaha yang bersangkutan. 
Namun demikian, dalam prakteknya pencabutan izin usaha bank 
merupakan pilihan keputusan yang terakhir, sebelumnya Bank Indonesia 
terlebih dahulu melakukan upaya tindakan penyelamatan bank yang 
mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, 
sebelum bank yang bersangkutan harus “exit” dari sistem perbankan. 
Apabila tindakan penyelamatan yang telah diupayakan belum cukup untuk 
mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan muncul penilaian Bank 
Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, 
maka barulah suatu bank harus “exit” dari sistem perbankan. Bahkan pada 
masa masih eksisnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), 
masih ada proses penyehatan sistem perbankan melalui tahap Bank Beku 
Operasi (BBO) dan Bank beku Kegiatan Usaha (BBKU) yang hasilnya 
adalah merger dan bank yang direkomendasikan untuk dicabut izin 
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usahanya. Setelah penghapusan Badan Penyehatan Perbankan Nasional 
maka selanjutnya dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), 
apabila tindakan penyehatan yang ditempuh Bank Indonesia atas dasar 
Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak berhasil, 
maka lembaga penjamin simpanan masih dimungkinkan untuk melakukan 
tindakan penyelamatan terhadap bank yang dimaksud. 
Sebagai konsekuensi yuridis dicabutnya izin usaha suatu bank, 
maka berakhir sudah bank tersebut. Secara yuridis, bank tersebut tidak 
dimungkinkan untuk berdiri kembali atau melanjutkan kegiatannya 
kembali. Sebagai tindak lanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 
maka Bank Indonesia memerintahkan untuk dilakukannya proses likuidasi 
bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelengarakan 
rapat umum pemegang saham guna membubarkan badan hukum bank 
dan membentuk tim likuidasi. 
Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara kewenangan 
Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank (exit policy) dalam 
rangka melaksanakan otoritasnya selaku pemegang power of license 
karena bank tidak dapat memenuhi standar minimal prudential rules satu 
pihak dengan proses likuidasi yang diperintahkan oleh Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 untuk keperluan menyelesaikan seluruh hak dan 
kewajiban bank sebagai akibat dicabutnya izin usaha dan pembubaran 
badan hukum bank di pihak lain. 
Patut ditegaskan bahwa kewenangan mencabut izin usaha adalah 
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kewenangan yang diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2009 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  kepada Bank 
Indonesia yang merupakan kewenangan diskresioner karena suatu bank 
telah gagal memenuhi ketentuan  prudential standartds yang ditetapkan, 
sedangkan likuidasi adalah cara atau proses yang diperintahkan  Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998  untuk menyelesaikan hak dan kewajiban 
bank. Jadi, pencabutan izin usaha bank merupakan exercise atas 
kewenangan hukum publik yang diberikan undang-undang kepada Bank 
Indonesia selaku otoritas perbankan. Sedangkan likuidasi dipilih oleh 
pembentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  sebagai proses 
keperdataan untuk mengakhiri (membubarkan) badan hukum bank dan 
menyelesaikan hak dan kewajiban bank termasuk menjual asset, menagih 
piutang dan membayar utang, dengan tujuan agar nasabah penyimpan 
dana terlindungi haknya (Muyassarotussolichah, 2005:70). Berdasarkan 
Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  pencabutan izin 
usaha, pembubaran badan hukum bank dan proses likuidasi merupakan 
satu rangkaian. Perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  
diberlakukanya proses likuidasi terhadap bank yang telah dicabut izin 
usahanya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 
Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi 
Bank dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dengan adanya Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2009 ini maka ketentuan mengenai likuidasi 
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menjadi lex specialis. 
Berkaitan dengan kasus PT. Bank Global Internasional, Tbk, 
(dalam likuidasi), yang merupakan sebuah bank swasta nasional dan 
menjalankan kegiatan usaha dibidang perbankan yaitu menghimpun dan 
menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana bank tersebut pada 
tanggal 13 Januari 2005 telah dicabut izin usahanya oleh pemerintah 
berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 
7/2/KEP.GBI/2005. Selanjutnya Bank Indonesia memohon kepada 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Penetapan Pengadilan Jakarta 
Selatan Nomor 108/PDT.P/2005/PN.Jak.Sel., tertanggal 17 Mei 2005, 
yang memiliki kekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan juga 
pembubaran badan hukum serta telah pula membentuk tim likuidasi yang 
bertugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
likuidasi kepada Bank Indonesia. Hal ini tidak dapat dilakukan melalui 
rapat pemegang umum saham dikarenakan direksi PT. Bank Global 
Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) telah melarikan diri. Sebelumnya, 
terhitung sejak tanggal 14 Desember 2004 Bank Indonesia telah 
membekukan kegiatan usaha PT. Bank Global International, Tbk, (dalam 
likuidasi). Hal tersebut dilakukan, mengingat segala upaya pembinaan 
Bank Indonesia terhadap PT. Bank Global International Tbk, (dalam 
likuidasi), antara lain meminta pemilik untuk melakukan perbaikan 
permodalan (capital restoration plan), menjaga likuiditas bank agar tidak 
mengalami kesulitan likuiditas dan penghentian sementara kegiatan-
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kegiatan tertentu telah gagal dilakukan. 
Upaya hukum kepailitan yang diajukan oleh sebagian nasabah PT. 
Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi), yang tidak dijamin 
berdasarkan program penjaminan pemerintah merupakan suatu peristiwa 
hukum yang langka dan menarik untuk disimak. Hal ini disebabkan 
lembaga penjamin simpanan hanya menjamin nasabah setelah berdirinya 
lembaga ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, hal 
tersebut membuktikan bahwa program penjaminan pemerintah belum bisa 
memberikan perlindungan 100% bagi segenap nasabah bank dalam 
likuidasi, dimana  kondisi bank yang sangat buruk administrasi dan atau 
telah terjadi penyimpangan-penyimpangan, menyebabkan masih 
banyaknya nasabah yang tidak dijamin menurut ketentuan program 
penjaminan. 
Bank dilikuidasi dalam rangka pemberesan kewajiban-kewajiban 
dari bank yang sudah ditutup, walaupun tidak menjalankan usaha namun 
sedang membereskan usahanya yakni bank, maka harus tunduk pada 
ketentuan likuidasi bank. Jika bank dalam likuidasi bisa dipailitkan, maka 
akan merugikan debitor lain, terutama kewajiban-kewajiban bank tersebut 
yang belum selesai baik terhadap pemerintah maupun pihak lain. 
Disamping itu, bank dalam likuidasi juga mempunyai tim likuidasi yang 
bertugas mendudukan kewajiban dan hak bank yang dilikuidasi sesuai 
dengan porsinya. Penyebabnya ialah proses kepailitan tidak berada dalam 
pengawasan Bank Indonesia sehingga tidak menjamin pengembalian 
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uang negara tersebut. Hampir dapat dipastikan bahwa kepercayaan 
masyarakat terhadap bank akan berkurang atau bahkan hilang sama 
sekali karena nasabah sebagai kreditor konkuren sulit memperoleh 
kembali dana mereka dalam proses kepailitan (www.hukumonline.com 28 
Oktober 2010), Namun apabila kita mencermati kembali Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa syarat adanya 
pembubaran perseroan adalah:  
1. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran 
dasar telah berakhir. 
3. Berdasarkan Penetapan Pengadilan 
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan 
Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena harta 
pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, 
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada 
dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004, atau 
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan 
perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Dilihat dari urai tersebut dapat dikatakan bahwa adanya 
pembubaran perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 harus diikuti dengan adanya 
 
Permohonan Pernyataan Pailit ….. Nitri Songaji Priyahita Sari 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 2 NOMOR 1, JANUARI 2012 54 
 
likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan perseroan tidak 
dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk 
membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Bahkan 
sebelum adanya likuidasi telah dinyatakan pailit maka, harus dicabut 
terlebih dahulu pernyataan pailitnya oleh Pengadilan Niaga dan 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembubaran perseroan tidak 
mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan 
selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh rapat 
umum pemegang saham atau pengadilan. 
 
Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank dalam Likuidasi yang 
Diajukan Oleh Bukan Bank Indonesia 
 
Berkaitan dengan kepailitan terhadap suatu bank maka Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan yang 
mutlak pula terhadap Bank Indonesia dalam pengajuan permohonan 
pernyataan pailit terhadap bank, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat 
sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di 
masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan cara penyelesaian masalah 
utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.  Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 ini pula telah memberikan “hak khusus” bagi Bank 
Indonesia sebagai pihak yang memiliki otoritas pengajuan kepailitan pada 
bank. Hal tersebut sangat beralasan karena bank sebagai lembaga 
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perantara yang mengerahkan dana masyarakat dan menyalurkannya 
kembali, apabila telah memiliki izin usaha bank bukan lagi milik pemegang 
saham, akan tetapi juga milik masyarakat. Dalam rangka pemberian hak 
khusus tersebut harus dilakukan secara proporsional, sebab dari hal inilah 
seringkali menimbulkan masalah karena dalam kenyataanya bank-bank di 
Indonesia “kebal Pailit”. Hal tersebut dapat kita lihat dari tidak ada satu 
kasus kepailitan terhadap bank yang diajukan oleh Bank Indonesia dalam 
penyelesaian bank-bank bermasalah. 
Ketentuan lain yang terkait dengan kepailitan bank adalah dalam hal 
bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank 
tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan 
kepada penitip yang bersangkutan. Ketentuan hukum ini cukup kuat 
sebagai landasan hukum bagi Bank Indonesia untuk mengajukan 
kepailitan bagi bank bermasalah. Otoritas yang diberikan oleh Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 akan menimbulkan berbagai masalah 
yakni, dalam bahasa hukum dikatakan sebagai tidak sesuainya antar das 
sollen dengan das sein, dimana secara teori bank dapat dimohonkan pailit 
akan tetapi menurut praktek bank kebal pailit atau dengan kata lain tidak 
dapat dipailitkan. Hal ini bermakna tidak memberikan kepastian hukum 
atas suatu peraturan perundang-undangan. Apabila hal ini memungkinkan 
adanya faktor tertentu yang memanfaatkan otoritas tersebut. Bank 
Indonesia tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian kredit antara 
kreditor dan debitor, kecuali Bank Indonesia memberikan kredit likuiditas 
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Bank Indonesia maupun bantuan likuiditas Bank Indonesia dan hal 
tersebut dapat dikatakan sebagai pemberlakuan standar ganda 
(Hermasyah, 2009:34-35). karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
mengatur bank sebagai kreditor dalam menghadapi debitor non bank 
dapat mandiri menjalankan haknya untuk mengajukan permohonan 
pernyataan pailit, akan tetapi apabila debitor adalah bank haknya menjadi 
hilang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dengan 
berpedoman bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan segala 
kewenangannya, maka sudah seharusnya hanya Bank Indonesia saja 
yang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi bank 
bermasalah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan tindakan Bank 
Indonesia dilakukan atas permintaan pihak lain (Hermasyah 2009:34-35). 
Hal tersebut adalah sebuah tindakan bijaksana apabila dibuat sebuah 
daftar tindakan yang memberikan pedoman kapan Bank Indonesia dapat 
mengajukan kepailitan kepada bank bermasalah, baik dalam 
kedudukannya sebagai pihak Bank Sentral atau memfasilitasi kepentingan 
pihak lain, artinya apabila bank selaku debitor harus mendapat izin dari 
Bank Indonesia selaku pemegang otoritas berinisiatif untuk melakukan 
suatu tindakan kepailitan terhadap bank bermasalah berarti Bank 
Indonesia juga siap melepaskan kewenangannya dalam hal pengawasan 
proses kepailitan karena kewenangan tersebut jatuh kepada hakim 
pengawas dan juga kurator sesuai dengan aturan kepailitan.  
Ketentuan tentang debitor termasuk sebuah bank dikatakan 
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bermasalah dapat disimpulkan dari ketentuan yang menyatakan debitor 
mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 
satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit 
dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya 
maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Unsur-unsur debitor 
bermasalah sebenarnya cukup sederhana yaitu, debitor mempunyai dua 
atau lebih kreditor, atau tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang 
telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bilamana debitor sebuah bank, maka 
ada beberapa paradigma yang perlu dipertimbangkan, antara lain fungsi 
bank sebagai pihak yang menghimpun dana dari masyarakat yang 
membutuhkannya, namun sebagai debitor yang mungkin bermasalah 
tentunya harus dapat dimintai pertanggungajawabannya agar tidak 
menjadi preseden bagi para pengelola (banker) untuk ikut tidak 
bertanggungjawab. 
Pertimbangan tentang fungsi bank untuk menjaga stabilitas 
ekonomi sebagaimana yang terjadi dewasa ini, menjadikan Bank 
Indonesia memegang prinsip kehati-hatian yang terkesan melindungi bank 
sebagai debitor yang tidak mampu lagi. Bila kita relevansikan dengan 
kasus PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi), dimana status 
bank tersebut sebelum dimintakan permohonan pernyataan pailit adalah 
dalam likuidasi atau sedang dalam proses pemberesan likuidasi oleh tim 
likuidasi dimana sebelumnya pada tanggal 13 Januari 2005 pemerintah 
telah mencabut izin usaha termohon pailit yakni PT. Bank Global 
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Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) berdasarkan keputusan Gubernur 
Bank Indonesia No/7/2/KEP.GBI/2005 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. 
Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi), Dasar likuidasi adalah 
Pasal 25 ayat (2) huruf c dan Pasal 43 Surat Keputusan Direksi Bank 
Indonesia Nomor 32/53/Kep/Dir tanggal 14 Mei 1999 
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga dengan jelas 
mengatur bahwa perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan 
hukum, maka perseroan dapat dinyatakan pailit, dan likuidator selanjutnya 
digantikan oleh kurator. Namun pernyataan pailit tidak mengubah status 
perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu perseroan harus 
dilikuidasi, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pun 
sangat menganjurkan adanya likuidasi bukan permohonan pernyataan 
pailit sebagai penyelesaian sengketa hukum terhadap perseroan yang 
telah berstatus dalam likuidasi walaupun diberikan hak untuk mengajukan 
permohonan pernyataan pailit. 
Di Indonesia tidak dikenal adanya "insolvency test" terlebih dahulu 
sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit. Seharusnya Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga memberikan pengaturan tentang 
kondisi keuangan debitor sebagai syarat untuk bisa dinyatakan pailit. 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengandung asas kelangsungan 
usaha, dimana debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk 
melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif debitor salah satunya 
dapat dilihat dari keadaan keuanganya. Namun, Undang-Undang Nomor 
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37 Tahun 2004 sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan 
debitor sebagai syarat dijatuhkanya putusan pernyataan pailit. Lembaga 
kepailitan harusnya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) 
dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar 
oleh debitor (http:www//click-gtg.blogspot.com/2008) bila hal tersebut 
dikaitkan dengan perbankan tentu sangat berbahaya apabila tidak adanya 
"insolvency test" terlebih dahulu, karena kreditor kapan saja dapat 
memohon pernyataan pailit karena telah terpenuhi syarat-syarat pailit 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditambah lagi 
dengan adanya asas pembuktian sederhana. 
Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit 
hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Pengajuan permohonan 
pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank 
Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan 
dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu 
dipertanggungjawabkan. 
Di lihat dari penjelasan di atas maka syarat-syarat tentang 
permohonan pernyataan pailit telah terpenuhi, namun apakah dengan 
begitu PT Bank global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) dapat 
dimohonkan pernyataan pailit oleh bukan Bank Indonesia. Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 membedakan antara debitor bank dan 
bukan bank, antar perusahaan efek dan bukan perusahaan efek. 
Pembedaann ini dilakukan berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang 
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Nomor 37 Tahun 2004 mengenai siapa yang dapat mengajukan 
permohonan pernyataan pailit. Dalam hal termohon atau debitor bukan 
merupakan bank atau bukan merupakan perusahaan efek, permohonan 
pernyataan pailit dapat diajukan oleh; 
1. Debitor sendiri. 
2. Seorang atau lebih kreditor. 
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum. 
Namun tentu terdapat banyak pendapat yang berkaitan dengan 
kewenangan permohonan pernyataan pailit terhadap bank bermasalah 
yakni antara lain; Fred Tumbuan yang menyatakan bahwa bank tidaklah 
haram dipailitkan, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004, hanya Bank Indonesia yang bisa mengajukan kepailitannya. 
Ketentuan itu bersifat imperatif (keharusan) 
(http:www//majalah.tempointeraktif.com), Bank merupakan suatu lembaga 
perantara (intermediasi) yang mengarahkan dana simpanan masyarakat 
dan menyalurkan kembali dana tersebut pada masyarakat dalam bentuk 
kredit. Untuk dapat berjalannya perekonomian suatu negara tersebut, 
maka perlu agar tidak disalahgunakan oleh pemilik bank hanya untuk 
kepentingan pribadi para pemilik bank, maupun anak perusahaannya yaitu 
hanya melakukan kegiatan mengumpulkan dana masyarakat. Dengan 
demikian wajar apabila bank selaku debitor tidak boleh mengajukan 
permohonan pernyataan pailit bagi dirinya. 
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Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 diadakan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor apabila 
debitor tidak membayar utang-utangnya, dengan Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2004, diharapkan para kreditor dapat memperoleh akses 
terhadap harta kekayaan dari debitor yang tidak mampu lagi membayar 
utang-utangnya, namun perlindungan yang diberikan oleh Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004  bagi kepentingan kreditor tidak boleh 
sampai merugikan debitor yang bersangkutan. 
Beliau juga mengatakan bahwa untuk mengajukan permohonan 
pernyataan pailit dan agar dapat diberikan putusan oleh pengadilan untuk 
menyatakan suatu bank pailit harus melibatkan Bank Indonesia, tetapi 
tidak sependapat apabila permohonan pernyataan pailit itu dapat diajukan 
oleh Bank Indoenasia saja. Keadaan tidak membayar kewajiban dari suatu 
debitor kepada (para) kreditor, hanya akan dapat dirasakan dan dialami 
langsung oleh kreditor. Kreditorlah yang mengalami keadaan debitor 
ingkar janji (in defaut) sehubungan dengan perjanjian utang piutang 
(perjanjian kredit) antara debitor dan kreditor. Bank Indonesia tidak pernah 
menjadi pihak dalam perjanjian kredit antar debitor dan kreditor. 
Kenyataanya bahwa debitor bukanlah debitor biasa, tetapi adalah sebuah 
bank, tidak mengubah keadaan bahwa Bank Indonesia bukan pihak dari 
perjanjian kredit antara debitor dengan kreditor. Bank Indonesia hanya 
akan menjadi pihak dalam perjanjian kredit antara debitor dengan kreditor, 
apabila kredit yang diterima oleh debitor yang merupakan bank diberikan 
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oleh Bank Indonesia, biasaya berupa Kredit Likuiditas Bank Indonesia 
(KLBI) atau berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam 
rangka membantu bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai 
akibat terjadi rush terhadap bank itu. Dalam hal Bank Indonesia, baik 
sendiri maupun bersama-sama dengan kreditor-kreditor lain, yang 
mengajukan permohonan pernyataan pailit. 
Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, untuk 
menghindari adanya standar ganda dalam pengajuan permohonan 
pernyataan pailit, hendaknya permohonaan pernyataan pailit tetap 
diajukan oleh pihak-pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2004, yaitu bank itu sendiri selaku debitor, kreditor dan kejaksaan 
(untuk kepentingan umum), namun permohonan tersebut hanya dapat 
diajukan setelah sebelumnya memperoleh persetujuan dari Bank 
Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia tetap memiliki kata putus 
(final say) dalam hal ada suatu bank yang dinyatakan pailit. Disamping itu, 
seyogyanya ditentukan Bank  Indonesia dapat mengajukan permohonan 
pernyataan pailit tanpa diminta oleh debitor atau kreditor atau kejaksaan, 
apabila Bank Indonesia (bukan sebagai kreditor tetapi sebagai otoritas 
moneter yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pembinaan dan 
pengawasan bank-bank menilai bahwa bank yang bersangkutan telah 
membahayakan sistem perbankan. 
Oleh karena itu mekanisme permohonan pernyataan pailit oleh 
Bank Indonesia perlu diatur lebih spesifik, namun hak-hak masyarakat 
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yang menyimpan dana di bank terutama dalam mengajukan permohonan 
pernyataan pailit bagi debitor bank tidak ditutup sama sekali, kepercayaan 
yang telah diberikan kepada dunia perbankan hendaknya mendapatkan 
perlindungan yang memadai dan seimbang dengan keuntungan yang 
diperoleh bank dari dana yang dipercayakan oleh masyarakat itu sehingga 
segala kemungkinan terburuk dapat teratasi dengan baik (Sutan Remy 
Sjahdeini, 2009:117-119). 
Di dalam kepailitan kedudukan kreditor pada prinsipnya adalah 
sama, sehingga para kreditor mempunyai hak yang sama yaitu sebagai 
kreditor konkuren atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan 
perbandingan prosentase besarnya tagihan mereka masing-masing. 
  Demi perlindungan yang seimbang terhadap debitor dan kreditor, 
terutama demi melindungi kepentingan para kreditor yang menguasai 
sebagian besar dari keseluruhan jumlah utang debitor, hendaknya hakim 
memanggil para kreditor sebelum memberikan putusan atas permohonan 
pernyataan pailit baik hal itu diajukan oleh salah satu kreditor, kejaksaan 
maupun oleh debitornya sendiri. Pemanggilan para kreditor itu memang 
tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh pengadilan niaga, namun sebaliknya 
tidak pula dilarang oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Disinilah 
letak fungsi hakim untuk melakukan penciptaan jugde made law demi 
pengembangan yurisprudensi pengadilan Indonesia yang bermutu, 
apabila kita baca pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 dapat disimpulkan bahwa pengadilan diharapkan bersikap aktif 
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daripada bersifat pasif dalam memutuskan perkara kepailitan. Oleh karena 
itu pemanggilan para kreditor oleh hakim dan didengar pendapat mereka 
dalam mempertimbangkan permohonan pernyataan pailit adalah sangat 
bijaksana demi memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
  Keuntungan bagi nasabah dalam kepailitan bank bagi para kreditor 
atau masyarakat umum, antara lain mengurangi munculnya bank-bank 
baru yang hanya berorientasi mengumpulkan keuntungan tanpa 
memperhatikan hak orang lain atau peraturan yang berlaku. Sedangkan 
bagi bank adalah masih memiliki kesempatan untuk meneruskan 
usahanya, menjaga nama baik pemilik, pengurus dan pihak III yang 
secara lagsung maupun tidak langsung terlibat dalam usaha yang 
bersagkutan, menumbuhkan/memperkuat kepercayaan kepada dunia 
perbankan. Adapun bagi pemerintah melalui Bank Indonesia dapat 
menumbuhkan kepercayaan akan peran dan fungsi Bank Indonesia 
sebagai saran penegakan hukum serta melindungi masyarakat dari 
permainan curang lembaga perbankan. Adapun kekurangannya apabila 
tidak dilaksanakan pengelolaanya secara profesional akan menggurangi 
rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan (Sutan Remy 
Sjahdeini, 2009:117-119). 
Kepailitan merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah di luar 
penyelesaian berdasarkan gugatan perdata. Penyelesaian melalui 
kepailitan relatif cepat karena pada dasarnya telah ditetapkan (timing) 
untuk setiap tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai penyelesaian. 
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Kecepatan penyelesaian inilah sebenarnya yang menjadi tujuan utama 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Undang-undang 
ini diharapkan membantu percepatan negara kita keluar dari krisis 
ekonomi. Namun, upaya kepailitan ini belum pernah dimanfaatkan Bank 
Indonesia karena selama ini upaya likuidasi dianggap lebih pas digunakan 
untuk menyelesaikan hak dan kewajiban bank bermasalah. Berdasarkan 
undang-undang yang ada Bank Indonesia dapat menggunakan upaya 
kepailitan atau likuidasi. 
Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank 
Indonesia mempunyai peranan yang besar dalam usaha melindungi dan 
menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank 
yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan 
tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. 
Pengawasan yang efektif dan baik adalah merupakan langkah prefentif 
dalam membendung atau setidak-tidaknya mengurangi kasus kerugian 
nasabah karena tindakan bank, atau lembaga keuangan lainnya yang 




Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulankan bahwa: Secara normatif 
tujuan bank dilikuidasi adalah dalam rangka pemberesan kewajiban-
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kewajiban dari bank yang sudah ditutup. Walaupun sudah  tidak 
menjalankan usahanya namun statusnya adalah sedang membereskan 
usahanya yakni bank. Sebagai konsekuensi yuridis dicabutnya izin usaha 
suatu bank, maka berakhir sudah bank tersebut dan tidak dimungkinkan 
untuk berdiri kembali atau melanjutkan kegiatannya kembali. Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan yang 
mutlak terhadap Bank Indonesia dalam pengajuan permohonan 
pernyataan pailit terhadap bank. untuk mengajukan permohonan 
pernyataan pailit dan agar dapat diberikan putusan oleh pengadilan untuk 
menyatakan suatu bank pailit harus melibatkan Bank Indonesia, tetapi 
tidak sependapat apabila permohonan pernyataan pailit itu hanya dapat 
diajukan oleh Bank Indoenasia saja. Hendaknya permohonaan pernyataan 
pailit tetap diajukan oleh pihak-pihak sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004, yaitu Bank itu sendiri selaku debitor, kreditor dan 
kejaksaan (Untuk Kepentingan Umum), namun permohonan tersebut 
hanya dapat diajukan setelah sebelumnya memperoleh persetujuan dari 
Bank Indonesia.  
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